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Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya
mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang
ramal diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu
kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia melakukan
ciderajanji. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperbolehkan Penerima Fidusia untuk
melakukan parate eksekusi atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, yaitu
dengan tanpa campur tangan pengadilan. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitus mengeluarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019 terkait pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa: pertama, cidera janji
tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus disepakati oleh kedua belah pihak, atau
atas dasar upaya hukum lain yang menentukan telah terjadinya ciderajanji. Kedua, Apabila debitur menolak
untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusinya harus dilakukan
dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan implikasinya berdasarkan analisa dari dua putusan pengadilan terkait
eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019, yaitu Putusan
No0.50/Pdt/2020/PT KDI dan Putusan No.17/Pdt.Plw/2020/PN.Pml. Skripsi ini

membahas tentang penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXV 11/ 2019 dan implikasinya
terhadap eksekusi jaminan fidusia.

...... In providing loans, lenders such as banks and other financing institutions require the provision of
guarantees from the loan recipient (The borrower). Fiduciary guarantee is aform of security over movable
property that isin great demand by the public. One of the characteristics of the fiduciary guarantee is that
lenders can easily execute the object of the guarantee if the recipient (the borrower) breaches the contract.
UU no. 42 of 1999 regarding the Fiduciary Guarantee allows the Fiduciary Recipient to execute the object
of the fiduciary guarantee on his own power, that is, without court intervention. In 2019, the Constitutional
Court issued the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XV11/2019 regarding the judicial review of
Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of UU No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee
execution. The Constitutional Court interprets that: first, the breach of contract cannot be determined
unilaterally by the creditor, but must be agreed upon by both parties, or on the basis of other legal remedies
that determine that the default (breach of contract) has occurred. Second, if the debtor refuses to voluntarily
submit the object of fiduciary security, then the execution must be carried out just like the execution
procedure of a court decision which has permanent legal force. This study explains the implications based
on the analysis
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of two court decisions regarding the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court
Decision Number 18/PUU-XV11/2019, namely Verdict

No.50/Pdt/2020/PT KDI and Verdict No.17/Pdt.Piw/2020/PN.Pml. This thesis discusses the interpretation
of the Constitutional Court Decision Number 18/PUUXV 1/ 2019 and itsimplications for the execution of
fiduciary guarantees.



